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ABSTRAK 

RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPP A DAN 
BUPATI DELISERDAN G 

(Studi Terhadap Regulasi Perundang-Undangan) 

Oleh 
SITIAISYAH 

N PM. 10.851.0010 
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

Desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. 
Secara geografis desa tidak sama dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diak:ui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan. 
Adalah Kepala Desa yang merupakan orang nornor satu di desa yang berwenang 
dan bertanggung jawab terhadap pengurusan kepentingan masyarakat tersebut. Di 
sini Kepala Desa merniliki tugas dan tanggung jawab yang hamper sama dengan 
Bupati. Bedanya wilayah kekuasaannya lebih kecil bila dibandingkan dengan 
wilayah kekuasaan Bupati. 

Penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam tentang sejauh mana 
wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa dan Bupati dalam mengurus 
kepentingan masyarakat di daerahnya. Adpun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui relasi kekuasaan Kepala Desa Bandar Klippa sesuai dengan Undang­
Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mengetahui relasi kekuasaa:Il 
Bupati Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan 
Daerah. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Kepala Desa 
Bandar Klippa memiliki relasi kekuasaan yang luas dan tidak terbatas dalan1 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Begitu pula 
dengan Bupati Deli Serdang juga memiliki relasi kekuas� yang luas dan tidak 
terbatas dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di 
daerahnya. Relasi kekuasaan Kepala Desa Bandar Klippa menurut Undang­
Undang tentang Pemerintahan Daerah mencakup; a. Kewenangan Kepala Desa b. 
Personalitas, c. Pendapatan Desa, d. Pengelolaan Keuangan Desa, dan e. 
Peningkatan Pembangunan Desa. Selanjutnya, dalam melaksanakan program 
pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan pembangunan desa, Bupati 
Deli Serdang memberikan mandat kepada camat untuk mejadi fasilitator dan 
mediator serta mitra kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala 
pemerintahan desa. 

Kata Kunci: Relasi Kekuasaan dan Regulasi Perundang-Undangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Lafar Belakang Masalalt 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbesar di dunia dan 

terhimpun dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI}. Begitu 

banyaknya pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia - baik pulau­

pulau kecil maupun besar, menuntuk kewajiban dan tanggung jawab yang besar 

pula bagi seluruh elemen masyarakat yang bemaung di dalamnya. Wujud dari 

kewajiban dan tanggung jawab ini adalah dengan melaksanakan pembangunan di 

segala bidang. 

Untuk menciptakan suatu negara yang ID8JU dan berkembang, tentu 

dibutuhkan sumbe� daya manusia yang berkualitas, agar tujuan pembangunan 

tersebut dapat tercapai. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah untuk 

me\.\'Uj udkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata materil dan spritual 

berasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 

prikehidupan bangsa yang aman, tentr�, tertib, dan dinamis dalam lingkungan 

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai". 

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang itu sendiri tentunya tidak serta 

merta dapat terwujud dengan sendirinya tanpa adanya suatu proses. Mengingat 

negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak daerah serta 

adat istiadat yang berbeda, maka perlu adanya penanganan khusus agar daerah 
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tersebut dapat maju dan berkembang tanpa menghilangkan unsur-unsur adat 

istiadat yang ada dalam masyarakat tersebut. Salah satu usaha yang dilalrukan 

oleh pemerintah Indonesia adalah melalui sistem ketatanegaraan dengan 

mengeluarkan Undang:-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Otonomi Daerah. 

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan 

dalam era gtobaiisasi dan demokrasi, apafagi jika dikaitk:an dengantantangan masa 

depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan 

tumbuhnya berbagai benruk kerjasama regional, serta perubahan pola atau sistem 

informasi global. (HAW. Widjaja, 2011: 7) 

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan 

seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur 

daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu m�mainkan peranannya dalam 

membuka peluang untuk: memajukan daerah dengan rnelakukan identifikasi 

potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daera11 

secara ekonomi yang wajar�, efesien, efektif, termasuk kemampuan perangkat 

daerah dalam meningkatkan kinerja, serta dapat mempertanggungjawabkan 

kepada pemerintah atasannya maupun- kepada masyarakat. 

Selain itu, dengan adany.a Undang-Undang ini maka setiap Kepala Daerah 

memilik:i.kewajiban.dan tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan daerahnya 

masing-masing. Maju atau mundurnya suatu daerah, bergantung kepada sistem 

penge1o1aan dan manajemen Kepala Daerah dalam memberdayakan asset dan 

2 UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFfAR PUSTAKA 

Ali, Muhammad, Metodologi Penelitian; Prosedur dan Strategi, (Angkasa: 
Bandung, 1982). 

-· · · ·-·- . 

--nurachaman;---Budi�--- dk:k..;- Himpunan --Peraturan dan Petunjuk -Pelaksanaan __ _ 

Pemerintaha.n Desa dan Keluraha.n, (Bandung: Fokusmedia, 2006). 

Harahap, Sy� Penuntun Penulisan Karya Ilmiah Studi Tokoh dalam Bidaitg 
Pemikiran Islam (Medan:'IAIN Press; 1995). 

Hidayat, Nur, Himpunan Penindang-Undangan RI Tentang Otonomi Daerah 
(Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah), (Bandung: Nuansa 
Aulia, 2005). 

Krippendorff, Klaus, Analisis lsi; Pengantar Teori dan Metodologi, Terj: Farid 
. 

Wajidi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). 

Moleon& Lexy J.,. Metodologi, Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007). 

Nurcholis, Hanif, Administrasi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Pusbit Universitas 
Terbuka, 2007}. 

-------, Pertumbuhan dan Penyelengg_araan Pemerintahan Desa., (Jakarta: 
Erlangga, 2011)_ 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 

Poerwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2005). 

RI, Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Republik 
Indonesia, Jilid 11/Edisi Ketiga, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997). 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



. 

Surakhmad, Winamo, Peng"iintar Penelitidn Ilmiah Dasar dan Metode, Cet V, 
(Tarsito: Bandung, 2007). 

Syafile, Inn Kencana,. Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011). 

Widjaja, HAW., Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2011). 

. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



PEMERiNTAII KABUP ATEN DELI SERDANG 

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN 

DESA BANDARKLIPPA 

Alamat: JI. Bt.Kuis Km.10,2 Gg Rukun Bandar Klippa-20371 Telp. 061 77838357 

Bandar Klippa, 25 Februari 2014 

Kepada Yth: 
Nomor : 070/ gj,;;. Dekan 
Lamp UNIVERSITAS MEDAN AREA 
Ha I : IZIN PENGAMBILAN DAT A Di-

CC. Arsip 

Tempat. 

�-- _·- ___ ...:.=..__ 

Memenuhi maksud Surat Saudara Nomor : 201/F.5/I.2.b/20014 Tanggal 24 

Februari 2014, perihal Izin Pengambilan Data atas nama: 

Nama SITI AISYAH 
-

NPM 10.851.0010 
Judul " RELASI KEKUASAAN KEP ALA DESA BANDAR 

KI.IPPA DAN- BUPATI DELI SERDANG ( Studi 

Terhadap Regulasi Perunda.ng - undangan ) " 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami tidak merasa keberatan untuk 

membantu Mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan Pengambilan Data di Desa 

Bandar Klippa. 

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan Kepada yang berkepentingan untuk 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

·--�--- - -- --- -- ---- --- ----­

UNIVERSITAS MEDAN AREA



PEMERINTAii KABUP ATEN 
.
DELI SERDANG 

KECAMATAN PERCtJT SEI TUAN 
DESA BANDAR KLIPP A 

Alamat: Jl. Bt.Kuis Km.10,2 Gg Rukun Bandar Klippa-20371 

SURAT KETERANGAN 
N o m o r:070/ [� 

Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat 

Izin Penelitian Lapangan dari Dekan UNIVERSITAS MEDAN AREA Nomor: 201/F.5/I.2.b/20014 

Tertanggal 24 Februari 2014, menerangkan yang tersebut di bawah ini : 

Nama 

NPM 

Judul Penelitian 

SITI AISYAH 

10.851.0010 
" RELASI KEKUASAAN KEP ALA DESA BANDAR 

I 
KLIPP A DAN BUPATI DELI SERDANG ( Studi Terhadap 

Regulasi Perundang-undangan ) 

Selanjutnya di terangkan bahwa Mahasiswi tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian dari 

mulai tanggal 25 Februari s/d 25 Maret 2014 dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi di 

Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikau Kepada yang berkepentingan untuk dapat · 

digunakan sebagaimana me-stinya. 

Bandar Klippa, 25 Maret 2014 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




